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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan : 

 

1. Peran Polisi dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di 

Kabupaten Gianyar telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

wewenang Polri menurut ketentuann peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 

Ipda. I Kadek Kerta Yoga, S.H,.M.H., selaku Kanit IV Satreskrim Polres 

Gianyar menyatakan bahwa selama ini penindakan tajen atau perjudian 

sabung ayam dilakukan melalui tiga upaya yaitu, pre-emptif melalui 

pembinaan dan sosialisasi mengenai tindak pidana perjudian, upaya 

preventif atau pencegahan dengan mengeluarkan himbauan-himbauan 

kepada masyarakat untuk tidak mencampurkan unsur-unsur lain pada 

upacara tabuh rah, upaya terakhir represif atau penindakan dengan 

membubarkan tabuh rah apabila ditemukan adanya penyimpangan dengan 

upaya lanjutan penembakan pistol ke udara sebagai tanda peringatan apabila 

upaya pertama tidak dihiraukan. 

2. Kendala yang didapat Polres Gianyar dalam penindakan tindak pidana judi 

sabung ayam lebih kepada kurangnya kesadaran sebagian oknum 

masyarakat terhadap hukum dan pemaknaan tabuh rah. Oknum masyarakat 
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sering kali menggunakan tabuh rah sebagai arena untuk berjudi padahal 

tabuh rah merupakan ritual upacara keagamaan yang sakral. Undang- 

Undang No.7 Tahun 1974 pada ketentuan Pasal 1 jelas menyatakan bahwa 

semua tindak perjudian sebagai sebuah kejahatan. Akan tetapi oknum- 

oknum masyarakat tersebut seakan mengabaikan hal tersebut dan tetap 

melanjutkan perjudian sabung ayam tersebut. Selain itu masih dapat 

ditemukan perjudian sabungan ayam dalam lingkup kecil yang tidak dalam 

pantauan Polres ataupun Polsek Gianyar. Hal tersebut terjadi tak lepas dari 

kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap tabuh rah. Peran polisi 

dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam telah berjalan sesuai 

dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri menurut UU No.2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia, kendalanya terdapat pada 

kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khusunya mengenai tindak 

pidana perjudian. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepolisian Kabupaten Gianyar dapat bekerja sama dengan elemen-elemen 

masyarakat salah satunya prajuru desa adat untuk membantu dalam upaya 

penindakan terhadap perjudian sabung ayam pada lingkup-lingkup kecil 

yang tidak terpantau oleh Polisi di Kabupaten Gianyar. Selain itu Polisi juga 

dapat mengajak prajuru desa adat untuk turut serta membantu membubarkan 
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atau memediasi masyarakat ketika perjudian sabung ayam tersebut telah 

masuk ke dalam lingkungan sakral seperti Pura. Serta memberikan sanksi 

kepada penyelenggara ataupun pesabung agar menimbulkan efek jera bagi 

penyelenggara dan pemain. 

2. Kepolisian Kabupaten Gianyar bersama pemerintah daerah ataupun 

lembaga-lembaga didaerah dapat bekerja sama untuk membuat suatu 

program pembinaan dan sosialiasasi mengenai UU No.7 Tahun 1974 

Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 

Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian agar kesadaran hukum 

masyarakat Kabupaten Gianyar lebih sadar terhadap hukum. 
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